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Perubahan sistem 
ketatanegaraan di Indonesia 

dari sentralistik ke 
desentralisasik berimplikasi 

pada pelaksanaan politik 
anggaran. 

Dalam penentuan besaran alokasi anggaran 
seringkali disesuaikan dengan kepentingan 

penguasa, terlihat pada pengalokasian 
anggaran sosial maupun belanja konsumsi 
yang akan lebih tinggi pada saat setahun 

sebelum pemilu. 

Ketidakselarasan antara perencanaan pusat 
dan daerah disebabkan pemerintah daerah 

merasa lebih bertanggungjawab kepada 
dapilnya dibandingkan merealisasikan apa 

yang sudah tercantum di RPJP maupun 
RPJMN. 

Tantangan politik angaran yang 
dihadapi Indonesia antara lain defisit 

yang semakin melebar akibat kebijakan 
pembangunan infrastruktur yang 

semakin massif. 

Implikasi dari defisit ini antara lain 
realokasi anggaran dari belanja 

konsumsi ke belanja modal sehingga 
berimbas pada menurunnya daya beli 

masyarakat. 
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Pada 14 Agustus 2017, investor asing telah 
menguasai Surat Utang Negara (SUN) sebesar 
Rp 781,55 triliun atau 39,31 persen dari total 
Rp 1.988,33 triliun. Jumlah kepemilikan asing 
tersebut bertambah Rp 6,02 triliun dibanding 
posisi akhir Juli. Hal ini menunjukkan bahwa 
Indonesia sudah mulai tergantung kepada 
asing. 

Selain menyebabkan peningkatan Utang Luar Negeri 
Pemerintah, defisit APBN yang disebabkan oleh 
realokasi belanja konsumsi ke belanja modal 
(infrastruktur) juga berdampak pada menurunnya 
daya beli masyarakat yang dapat dilihat pada grafik 
realisasi penjualan ritel berikut. 

Kepemilikan  Asing pada SUN 
(Januari 2016 - 14 Agustus 2017) 

Sumber : INDEF, 2017  
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Perlu komitmen yang tinggi untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan 
sektoral. 

Perlunya sistem yang transparan dan akuntabel dari perencanaan hingga pengawasan dan 
evaluasi pembangunan termasuk dalam hal penegakan hukum.  

Setiap calon kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung sebaiknya mampu menggali 
pendapatan negara tidak hanya memikirkan segi belanja. 

Pemerintah harus dapat tegas menentukan siapa yang berhak menggelontorkan anggaran 
untuk suatu program sehingga ke depan tidak lagi ada program yang  tumpang tindih di 
kementerian/lembaga serta mencari inovasi alternatif pembiayaan seperti pendalaman 
pasar uang, debt switch, mencari utang dari lembaga keuangan yang fokus dalam 
pembangunan infrastruktur dengan biaya murah, dan reformasi pendekatan perpajakan. 

 
Bank Indonesia memandang perkembangan ULN 

pada Mei 2017 tetap sehat, namun pemerintah 
perlu mewaspadai risikonya terhadap 

perekonomian nasional. Pemerintah hendaknya 
berperan secara optimal dalam mendukung 

pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan 
risiko yang dapat memengaruhi stabilitas 

makroekonomi. 

Sumber : Katadata, 2017  
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